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<div style="text-align: justify;"><span data-sheets-formul a-bar-text-style="font-

size: 13px;col or:#000000;font-wei ght:normal ;text-decorati on:none;font-family:'Arial’;font-style:normal ;text-
decoration-skip-ink:none;">Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan
optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan
Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada
tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah
lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%,
persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat
ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran
dan faktor proses yaitu pengel olaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang
dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam.
Validasi datayang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan
triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan obat
sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana
persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti
pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat
diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerjabagi SDM agar pengel olaan obat yang dilakukan
dapat lebih maksimal .</span></div><hr /><div style="text-align: justify;"><span data-sheets-formula-bar-
text-style="font-si ze: 13px;col or:#000000;font-wei ght:normal ; text-decoration:none;font-family:'Arial";font-
style:normal ;text-decoration-skip-ink:none;">In an effort to increase the availability of public drugs, it is
necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation
to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential
drugsin Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is
known that the percentage of health centers with the availability of essential drugsin Bekasi Regency,
Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better
than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various
things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug
management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum
results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type
of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source
triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review
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and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in
Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug
management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the

Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human
resources so that drug management can be maximized.</span></div>



